BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR
NOMOR 49 TAHUN 2024

TENTANG
STANDAR SATUAN HARGA BARANG TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

Menimbang : a bahwa sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dan Badan
Usaha Milik Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja
Anpggaran vang diblayai dari anggaran pendapatan dan
belanja daerah, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tekmis
Penpelolaan Keuangan Daerah, maka oleh karena itu
Standar Harga Satuan Daerah dan Analisis Standar Belanja
perlu ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan
Menteri Dalamm Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Dacrah. Standar Barang,
Standar Kebutuhan dan Standar Harga ditetapkan oleh
Bupatsi;

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Standar Satuan Harga Barang Tahun
Angpgaran 2025,

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Baral {Berita Negara Tahun
1950 Nomor 43) sebagaimana  telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tehun 1968 teniang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14
Tahunn 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupsten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 1968 Nomor

31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nornor 2831);



2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

10.

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, HKolusi dan Nepotismme {Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 385]];

Undang-Undang Nemor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor L5 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan, Pengeclolaan, dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik 1ndonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesta Tahun 2014 Nemeor 244, Tambsashan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana telah
diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nemor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja. (Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6841};

Undang-Undang Nomor 2 Tabun 2017 tentang Jasa
Konstruksi (Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun
2017 Neomeor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomer 6018) sebagaimana diubah dengan
Peraturan Pemerintah Penggantt Undang-tUndang (Perpu)
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja {Lembaran
Negara Repubik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238,
Tambhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6 841};

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Normor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia
Nomor ©757)

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomer 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5888);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tatmun 2017 Tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah {Lembar Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041j;



11.Peraturan Pemecrintah Nomor 12 Tahun 201% tentang
Pengelelaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomer 27 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Nepgara/ Daerah
{(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomar 6523);

13. Peraturan Presiden Nomer 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan DBarang/Jasa Pemeriniah {Berita Negara
Republik Indenesia Tahun 2018 Nomor 33] sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomre 16
Tahun 2018 tentang Penpgadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Berita MNegara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

14. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar
Harga Satuan Regional (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020
tentang Standar Harpga Satuan Regional (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112}

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah {Berita
Negara Republik Indonesia Tabhun 2016 Nomor 547);

16. Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 108 tahun 2016
teniang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah
Benita Negara Eepublik Indonesia Tahun 2016 Nomor
2083);

17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah  [Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasi fikasi, Kodefikasi dan Nomenklaiyr
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Betita
MNegara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
17 81},

20. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
49/PMK.02/2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun
Anggaran 2024 (Berita Negara Repubiik Indonesia Tahun
2023 Nemeor 363};

21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor B8 Tahun 2023 tentang Pedoman
Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 683);



Menetapkan

22, Kepulusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-388% tahun

2021 tentang Pemutakhiran tentang Hasil Verifikasi dan
Validasi Permutakhiran  Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah sebagaima diubah dengan Keputusan Menteri
Dalam MNegeri Nomor S040.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang
Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negri Nomor
050-5889 tahun 2021 tentang Pemutakhiran tentang Hasil
Verifikasi dan  Validasi Pemnutakhiran  Klasifi kasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Clanjur Nomor 18 Tahun

2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Cianpr Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran
[laerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nemer 33);

24, Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun

2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Baerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 33);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 2 Tahun 2016

tentang Penpelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Cianjur Tabun 2016 Nomor 3
sebagaimana telah dmbah teralthir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 15 Tahun 2022
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Cianjur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang
Milik Daerah (Lembaran Daerab Kabupalen Clanjur Tahun
2022 Nomor 55|

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR SATUAN HARGA
BARANG TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan. :

L.

Daerah Kabupaten yang selanjuinya disebut Daerah adalah
Daerah Kabupaten Cianjur.

Bupsti adalah Bupati Cianjur.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, vyang
selanjutnya disebut APBI) adalah rencana keuangan tahunan
daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.



4. Belanja Daerah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang

(1)

(2

(1}

(2

3)

diakui sebagai pengurang n¥ai kekayaan bersih dalam
periode tahun anggaran berkenaan.

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
vang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen
perencanaan dan penganggaran yang berisi  rencana
pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan SKPD
sebagai dasar penyusunan APBILL

Standar Satuan Harga Barang adalah pedoman pembakuan
harga barang menurul jenis, spesifikasi dan kualitas, serta
harga tertingpgl dalam perinde tertentu.

BARB 1l
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati in dibentuk dengan maksud untuk
memberikan kepastian hukum dan menjadi pedoman dalam

penyusunan perencanaan anggaran dan pelaksanaan
belan ja,

Peraturan Bupati i bertujuan agar dalam perencanaan,
pelaksanaan dan pengendalian anggaran belanja
memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan
kewajaran berdasarkan ketenluan peraturan perundang-
undangan.

BAB Iil
STANDAR SATUAN HARGA BARANG
Pasal 3
Standar Satuan Harga Barang dalam peraturan bupati ing

merupakan harga tertinggl vang tidak dapat dilampaui dalam
perencanaan anggaran dan pelaksanaan belanja.

Rincian Standar Satuan Harpa Barang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tdak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

Dalam hal terdapat jenis barang vang tidak tercantum dalam
Standar Satuan Harga Barang vang telah ditetapkan dengan
jenis barang, spesifikasi dan harga vang lebih rendah, maka
dianggap sah selama terrnuat dalam  Sistem  [nformasi
Pemerintahan Daerah.



Pasal 4

{1t Dalam hal terdapat perubahan kebijakan i bidang
perencanaan dan pelaksanaan anggaran seta standar
satuan harga yvang belum tercaniurn scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 3, maka dalam menyusun Rencana Kerja dan
Anggaran harus mengusulkan tericbih dahuluz komponen
belanja barang dengan melampirkan survey harga atau
peraturan perundang- undangan terkail

{2] Usulan komponen jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dituangkan ke dalam Surai usulan dari Satuan Kerja
Perangkat Dacrah dan ditandalangani oleh Pimpinan SKPD
yang bersangkutan.

(3} Perubahan standar satuan harga schbagaimana dimaksud
pada ayat (i) dan ayat (2) dapat dilakukan pemutakhiran
dalam database Sistemn Informasi Pemerintahan Daerah atau
Aplikasi Penganggaran APBD lsinnya, yang selanjutnya
untuk ditampung dalam perubahan Lampiran Peraturan
Bupati Cianpir paling lambat pada akhir talhun anggaran
berjalan.

Pasal 5
Pengadaan dan belanj barang diutamakan barang dengan
kriteria:
a produksi dalam  negeriflokal/usaha mikro kecil can
mencngah;
b. hemat sumber daya; dan/atau
¢ ramah lingkungan.

BAB IV
Ketentuan Peralibaf

Pasai 6

Pada saat Peraturan Bupati mi mmulai berlaku, maka Peraturan
Bupati Cianjur Nomor 39 Tahun 2023 tentang Standar Satuan
Harga Barang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten
Cianjur Tahun 2023 Nomor} dinyvatakan tetap berlaku sampai
dengan berakhirmya Tahun Anggaran 2024



BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini berlaiku pada tanggal dinndangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati irt dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan & Cianjur
pada tanggal 21 Juni 2024
BUPATI CIANJUR,

Trd/Cap.

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 24 Juni 2024

KRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,

BCEP 8. ALAMSYA
g s

= BERITA DAERAH KABUPATEN CIAI¥JUR TAHUN 2024 NOMOR 434




